
PLRATUgAN MENTERI BADAN [SAHA MILIK NEGARA 
NOMOR PER - 01 / MBLI / 2007 

TENTANG 

PEDOMAN PEN YUS11NAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAUANIILIK NEGAR 

MENTE RI NEGARA BADAN USAIIA MILIK NEGARA. 

Menimbanu 	:a. bahwa dalam ratigka meningkatkan elektivitas, koordinasi, dan sinkronisasi 
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Badan 
Usaha Milik Negara (BLIN1N) maka diperlukan suatu pedoman yang 
menuatur mekanisme dan standar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
dimaksud; 

h. bahwa penyustman dan pelaksanaan Rencana Kerja Jan Anggaran 
Kementerizm Negara BLAIN pada dasarnya harus dilakukan secant tertib, 
elisien. ejektif, menyeluruh. dan hertanggung jawab dalam upayanya 
menerapkan prinsip penuelolaan yang baik; 

, bahwa berdasarkan nertimbangan sebituaimatia dimaksud pada fun-uf a dan b 
tersebut di atas. dipLakiang perlu untuk inenetapkan Peraturan Menteri Negara. 
Badan Usaha Mihk Nepal tentang Pecloman Penyusunan dan Pelaksanaan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik 
Negara: 

Mengingat Undang Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47: Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia .Nomor 428(5); 

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.1; 

LIndang-11ndang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355): 

4. Llndung-Undang Nornor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perericanaan 
Pembanutman Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421), 

5. Peraturan Penterintah Numur 41 Tahun 2003 tentang Pelirnpahan Kedudukan,. 
Tuuas dan Kewenangan Menteri Kettanuan pada Perusahuan Perseroan 
IPERSERO), Perusaliaan Umum (PERUM) dan Perusaltatin Jawatan 
(PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nurnor 4305):, 

.6. PcruLurat  
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6. Peraturair Penierintah Nornor 21 Tahun 2004 tentang Perrytisunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Negartvtembaga (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75; Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4404); 

7. Peraturau Pernerintah Nomor S 'Falun' 2006' tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instarisi Petnerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2006 Nornor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

8. Peraturan Presider' Nornor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah denaan Peraturan Presider' Nornor 62 Tahun 2005; 

9. Keputusan Presider' Nomor 42 Tabun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212); 

Keputusan Presider' Nomor 197/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa 
diubah, terakliir dengan Keputusan Presider' Nomor 20/P Tabun 2005; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 
TENTANG PEDOMAN PENVUSUNAN DAN PELAKSANAAN 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERJAN NEGARA 
BADAN USAHA MI LIK NEGARA. 

BA13 I 

KETENTUAN UMUM 

Pasat 1 

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan 
1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP a,dalah dokurnen perencanaan 

Nasional untuk periode 1 (saw) tahun. 

2. Reneana Strategis Kementerian Negara BUMN yang selanjutnya disebut Renstra adalah 
dokumen perencanaan Kementerian Negara BUNN untuk periode 5 (lima) tahun. 

3. Rencana Kerja Kementerian Negara B(JMN yang selanjutnya disebut Renja adalah suatu 
dokumen pereneanaan Kementerian 'Negara BUMN untuk periode I (satu) tahun, 

4. Rencana..„ 

';4 
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4. Rencana Kcrja dan .Anggaran Kementerian Negara RUM yang selanjutnya disebut RKA 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bcrisi program dan kegiatan Kementerian 
Negara BUMN yang merupakan penjabaran dad RKP dan Renstra dalam saw tahun anggaran 
serta angattran yang dinerlukan untuk rnelaksanakannya. 

5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi saw awn lebth kegiatan yang 
dilaksanakan ()lab instansi penterintahilembaga luau masyarakat yang dikoordinasikan oh+ 
instansi pemerintall untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksankan oleh saw atau beberapa satuan kerja 
sebagai bagian dari pcncapaian sasaran terukur pada suatu program dan lerdiri dad sekumpulan 
tindakan pengcrahan sumber daya baik yang bcrupa personil, barang modal, dana, atau 
kombinasi dad beberapa atau semua jcnis suniber dnya tersebut sebagai masukan (inpu() untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam hentuk baranajasa, 

7. Keluaran (output) adalah barang watt jasa yang dihasilkan olelt kogiatan yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian sasaran clan tujuan program dan kcgiatan. 
flash 	 se2ala sesuatu yang mencemtinkau bertimgsinya keluaran dari kegiatan- 
kegiatan dalani 5atu program. 

9. 	Term Of RekrE'llee atau Kerangka Actran Kern' yang selanjutnya discbut KAK adalah suatu 
dokumen yang herisi penjelasaniketerangan mengenai kegiatantsubkegiatan yang diusulkan 
untuk diangaarkan. Kandungan KAK meliputi untian kegiatan serta keluaran vane ingin dicapai, 
alasan kegiatan dilaksanakanisasaran, waktu pclaksanaan, penagatinsjawab kegiatan, lokasi 
kegiatan, cara pelaksanaan kegianm, clan perkiraan anggaran yang diperiukan. 

10, Riucian Anggaran dam Biaya yang selanjutnya discbut RAB adalah suatu dokumen yang bcrisi 
rincian dad komponen masukan/input dari kegiatanisubkagiatan serta besaran dana musing-
masing komponen yang sekurang-kurangnya mcmuat komponen input dari kegiatan, 
perhitungan harga satuan, volume, dan jumlah harga masin-masing komponen, don junlalt total 
harga yang menunjukkan harp keluaran. 

11, Standar Biaya Unttnn yang selanjutnya disebut SM.! adalah standar biaya yang pcnggunaannya 
bersifat limas Kementcrian NegaralLembaaa dan/atart lintas wilayah. 

12. Standar Biaya Khusus yanu selanjutnya discbut SBK adalah standar biaya yang digunakan 
untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian NegaralLembaga tertentu daniatau 
di wilayah ter-tenni, 

BAB .11 

RENJA 

Pasal 2 

Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional 
serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bait yang langsung dilaksanakan 
Pemerintah maupun yang ditempult dengart mendorong partisipasi masyarakat. 

Pasal 3 ...., _14 
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Pasal 3 

(I ) Seluruli pimpinan unit EseIon I Kementerian Negara BUMN menyiapkan rancangan Renja 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya ina.sing-masing. 

( 
2) Rancangan Renja meinuat usulati kegiatan yang akar' dilaksanakan selarna 1 (sattt) tahun pada 

tahun anggaran beriktitnya yang mengacu pada Renstra, 

( 3 ) Usulan kegiatan yang disampaikan harus disertai dengan 	sehagai berikut 
perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan pada tahun bersangkutan dun perkiraan 
kebutuhan anggaran minimal duotuhun berikutnya; 

b. sasaran yang ingin dicapai; dan 
c. tolok ukur penilaian kinerja, 

( 4 Rancangan Renja niasing-masing unit Esefon 1 disampaikan kepada Sekretaris Kernenterian 
Negara BUMN paling lambat akhir Pebruari tahun sebeltunnya untuk dikompilasi menjadi 
Rancangan Renja Kementerian Negara BUMN yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri 
Negara Perencanaan Pernbangunan NasionaLKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional, 

Pasal 4 

Sekretaris Kernenterian Negara BUMN menyernpurnakan Rancangan Renja Kementerian Negara 
BUMN dengan berpedoman kepada Raneztngari Awal RKP Jan Pagu Endikatif yang telah ditetapkan 
oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionaliKepala 13adan Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Menteri Keuangan. 

Pasal 5 

( 1 ) Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 4 disampaikan kepada Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan NasionafiKepala Badan Perencanaan Pembangunan :Nasional sebagai 
bahan penyusunan RKP. 

( 2 ) Rancangan Renja sebagainnunt dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Renja dengan 
berpedoman pada RKP yang telah ditetapkan. 

( 3 ) Renja disampaikan Sekrctaris Kementerian Negara BUMN kepada Pejabat Unit Eselon 1 lain 
pada Kementerian Negara BUMN paling larnhat 7 (tujuh) hari ketja setelah ditetapkan oleh 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara scbagai bahan pcnyusuitan Rancangan RKA masing-
rnasing Unit Eselon 

BAB II ... 



BAI3 

RK-1. 

Pasal 6 

RKA disusun dengan mengacu pada Prioritas Peurbangunan Nasional, Pagu Sernentara, dan 
memperhatikan Renja, serta mernuat kebijakan, program clan kegiatan pembangunan bail: yang 
langsung dilaksanakan Kementeritut Neeara BUNIN maupun yang diternpuh dengan mendorOng 
partisipasi masyarakat. 

Pasal 7 

RKA. dikoordinasikan penyustmannya (.3eh Sekretaris Kemcnterian Negara BUMN dengan 
berpcdeman kepada RKP clan Pagu Sementaca yang Mali ditctunkan oleh Niemen Kenangan, 

Pasal 8 

RICA disusun berdasarkan masukan clan usulan yang diajukan °felt selunth Pimpinan Unit EscIon I 
Kementerian Ne:t.,,ora 8UMM dengan mengklasitikasikan berdasarkan rencana kegiatan berikut 
anggarannya pada nnisine-masing Unit Eselon ll di bawalt kewenangannya. 

Pasai 9 

( 1 ) Selurult Pimp/an Unit EseIon Kementerian Negara BUMN menyiapkan usulan reneana 
kegiatan dan anugaran scsuot dengan tueas dan fungsinya masing-masing yang tnengacu kepada 
Renja dan menyestraikan pada Pagri Sementara yang disainpaikan oleh Sekrctaris Kemernerian 
Negara BUNN. 

( 2 ) UsuIan rencana kegiatan Jon anggaran mcnntat usulan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 
I (satti) tabun pada tahun anggaran berikutnya, discrtai dengan kclengkapan adrninistrasi 
sebagai berikut : 

a, KAI< atas masing-masing kegiaran yang lcIalt ditandatangani 	Welt pimpinan unit 
EseIon III yang berwenang dan bertanggungiawab dalam pelaksanaan kegiatan dimakstid; 

b. R.A_B masing-masing kegiatan berikut perkiraan main kebutuhan anggarannya pada tahun, 
tahun utendatang; 

c. k.eluaran (output.) yang dihasilkan; 
d. tolok ukur penilaian kinerjanya. 

( 3 ) Usu 	reneana kegiatan dan unegaran disainpaikan paling lambat awal muli kepada Sckretaris 
Kementerian Negara BOAN melalui masing-masing pimpinan unit Escion I. 

Pasal 10 	/6 
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Pasal 10 

( 1 ) RA13 untuk serial) kegiatan disusun secara rinci yang pangalokasian anggarannya berpedornan 
pada Standar Biuya Urnurn (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) yang telah ditetapkan oleh 
Menteri 1Cettan,gan 	atau pedoman internal yang ditetapkan Menteri Negara Badan Usaha 
Milik Negara 

( 2 ) Dalai» hal belum terdapat adanya standar biaya baik darain SI31) mauptin SDK untuk suatu 
kornponen datum usulan kegiatan tertentu, rnaka satuan biayartya dapat diusulkan tersendiri 
sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip 
transparansi, efisiensi, cfektifitas, dan akuntabilitas. 

Pasal 11 

( 1 ) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya akan digunakan 
Sekretaris Kernenterian Negara BUMN sebagai dasar untuk menyusun rancangan RKA secara 
keseluruhan. 

( 2 ) Sekretaris Keinenterian Negara BUMN melakukan inventarisasi dan kajian serta melakukan 
klarifikztsi dan pentbabasan lebift lanjut atas sehiruii usulan rencana kegiatan clan anggaran dari 
masing-masing unit kerja Kementeriail Negara 

( 3 .1 Dalarn hal unit kerja yang mengustilkan kegiatan tidak dapat Nadir dalarn proses klaritikasi dart 
pembabasan sebagaimana Ayat (2) di alas maka dianggap telah menyetujui dan menyeralikan 
sepenulmva penyusunan rancangan RKA yang disusun Sekretaris Kementerian Negara HUMN, 

( 4 ) Sekretaris Kementerian Negara BUMN dengan mempertimbangkan kepada kesesuaran Pagu 
Sementara dan tingkat kepentingan serta kclengkapan administrasi usulan anggaran yang ada, 
berhak melakukan perubaban, pengurangan, penangguhan, dan penolakan alas usulan kegiatan 
dan anggaran yang telah disarnpaikan. 

Pasal 12 

Unit kerja Kementerian Negara BUMN yang tidal( menyeralikan usulan rencana kegiatan dan 
anggaran sebagaimana tersebut pada Pasal 9, maka Sekretaris Kernenterian Negara BUMN 
menetapkan alokasi anggaran untuk unit ketja dimaksud. 

Pasal 13 

Sekretaris Kementerian Negara BUMN berdasarkan basil klarifikasi dan pembahasan melakukan 
penyempurnaan alas rancangan RKA untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara untuk ditetapkan sebagai RKA. 

Pusal 14 ... 
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Pasal  14 

( I ) R KA disam pa ikan kepada Dewar) Perwaki I a n Rakyat untuk dibahas dan dtmintakan 
persetujuannya. 

( 2  )  RKA yang (dal) disetujui  I)PR  disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Neeara 
Perencanaan Pernbangunurt Nasional!K.epala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 
dilakukan penelaahan dan dijadikan bahan penyusunan R.APBNIalin, berikutnya. 

BAB IV 

DAFTAR ISIAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN DAN  PETUNJUK  OPERASIONAL KEGIATAN 

Pasal 1 

( 	
Rancangan Daltar Isan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya discbut DIPA disusun 
berdasarkan R.KA yang telah dibahas dan disetujui oleh instansi terkait sebagaimana dintak

-sud dalarn Pasal 14, 

( 2 ) Penyusunan raneangan 1)1PA dilakukan etch Sekretaris Kementerian iNegara BUMN untuk 
selanjutnya disampaikan kepada Mended Keuartgan,. 

Pasal  16 

( 1 ) Petunjuk Operasional Kcgiattm yang selanjutnya disebut POK, disusun  oleh  Biro Perencanaan dan SDM berdasarkan  D1PA  yang telah disetujui Menteri Keuangan dan selanjutnya 
disampaikan kepada Kuasa PengLuma Angearan untuk memperoleh persetujuan. 

( 
 2 Dalam hal terdapat penangguhan pelaksanaan kegiatan pada POK atau pemblokiran, 

 maka untuk proses polaksanaan kegiatan dimaksud, Biro Perencanaan dan SDM terlebih dahulu 
rnengajukan persetujuan kepada Kuasa Pengguna A.nggaran dengan memperhatikan Pasal 9 
Ayat (2). 

( 3 ) Bilamana ketentuan sebagaintana dimaksud pada Ayat (2) santpai dengan Nulls waktu yang 
telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, ntaka Biro Perencanaan dan SDM dapat mengusulkan 
kepada Kuasa Pcngguna Anggaran untuk rnenetapkan realokasi anvgaran atas kegiatan yang 
diusu Ikan. 

( 4 ) Seluruh kegiatan kerja Kementerian Negara BIJMN dalarn rangka pelaksanaan tugas 
 dan 

fungsinya yang mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran Kementerian Negara BUMN 
dilakukan sesuai dengan POK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 

BAB V 
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BAIL V 

REVISIIPERIIBAI-IANDIPA DAN/ATALI POE 

Pasal 17 

Perubahanlrevisi D1PA dart:wan POK dapat dilakukan dalant rangka untuk mandukung kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok clan itingsi . optimalisasi penggunaan anggarara pentbahan kebijakan, clan 
adanya ketentuan peraturan yang herlaku. 

Pasal 18 

( 1 ) Perubahanfrevisi DIPA dan,atau POK. diusulkan °lel) pimpinan unit Eselon 1 kepada Kuasa Peneguna Anggaran. 

( 2 ) Perubahan/revisi D1PA danlatau POK dapat diusulkan juga oleh pejabat yang memiliki 
wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan sunlit kegiatan kerja yang anggarannya 
telah teralokasikan dalarn POK Kementerian Neatara BL)MN kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran, 

Pasal 19 

( 1) Usulati peruhaniutirevisi DIPA dartfatati POK turns disertai dengan alasan perubahanireyisi dan 
hal-hal schagitimana dimakstal dalam Pasal 9 Ayat (2). 

( 2 ) Biro Perencanaan Jan S DM melakukan inventarisasi dan kajian serta melakukan klarifikasi dan. 
pembahasan lebiti lanjut atas seluruh usulan penibahanirevisi DIPA dart/mu POK dengan unit 
kerja yang menyampaikan usulan. 

Dalam hal unit-unit kerja yang rnengusulkan tidal( dapat hadir dalam proses klarilikasi dan 
pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka unit-unit kerja dimaksud dianggap 
telah menyetujui clan Biro Perencanaan dan SDM selanjutnya mengusulkan penetapart 
perubahanfrevisi D1PA. danlatatt P01: kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

( ) Biro Perencanaan dan SDM dengan mempertimbangkan atas kesesuaian Pagu Definitif dan 
tingkat kepentingan serta kebutuhan yang ada, berhak mengusulkan kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk menetapkan pentbahan, pengurangan, dan penolakan atas usulan 
perubahanlrevisi yang diu.sulkan. 

Pasal 20 

( 1 ) Waktu pelaksanaan pen.tbithartirevisi DIPA danituatt POK dilakukan pada April dan September 
pada tahun anggaran berjulan. 

( 2 ) Waktu pengajuan usulan perubahanirevisi DIPA danlatau POK sebagaimana dimaksud datum 
Pasal 18 disanipaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat Butan Maret dan 
Agustus pada tahun anggaran berjalan. 

(3) Dengan 	,.,/9 

(. 3  ) 
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( 3 ) Dengan pertimbangan tcrtentu, Kuasa Pcngguna Anggaran dapat melakukan perubahan/revisi 
DIPA dun'atatt POK seluin pada waktu sebagaimana ditetapkon pada Ayat (IL 

BAB VI 

LAPORAN 

Pasal 21 

( 1 ) Pirnpinan Unit Eselon I daniatau pcjabat yang memiliki wovenang serta tangaung jawab untuk 
melaksanakan suatu kegiatan kerja yang anggarannya telah teralokasikan Jabal], POK harus 
melaporkan secara berkala reali.susi clan perk•mbangun pencapaian Linerjanya setiap triwuian 
kepada Nlenteri Negara 13adun Usaha Milik Negara melaltti Kuasa Pengguna Anggaran. 

(2 ) Laporan tersebut disampaikan paling lainbat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan tersehut berakhir.. 

( 3 ) Pimpinati Unit Eselon 1 
dawatau pejabat sebagaimana dimaksuci pada Ayat (1) yang tidak 

menyampaikan laporan tartpa suatu alasan dianggap tidak terdapat perkembangan dalam 
pelaksanaan tugasnya dun dapat diberi sanksi administrasi antara lain berupa teguran Menteri 
Negara Badan Usaha Milik Negara dani atau pernberhentian petnberianlpencairart a.nggaran 
da/atn peloksanuan tugas-tugas selanjtanya. 

BAB vu 

PENUTUP 

Paul 22 

Apabila di kemudian hari ternyaut terdapat kekelirtian dalarn Peraturan Menteri ini akan diadakau 
- perbaikan sebagaimana inestinva. 

Pasta 23 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetupkan di Jakarta 
pada tanggal 	22 	Januari 	2007 

MENIERI NEGARA 
ItADAN (N111A 1111,1K NEGARA 

t ' G 
	

A R 0 



KEMENTERIAN NEGAR BADAN USAHA MEM< NEGAI 

NOTA DINAS 
Nomor : ND - 26 1S. MBIl /2007 

Kepada Yth 	NIenteri Ne1ira 131.!1 ,1N 
Dari 	 Sekretaris l4crncntclan Negara UNIN 
Hal : Penctapan Pedoman Tata Cara Penyusunan 

R.eneatta Kerja di I...ingkungan Kementerian 
Negara BUNN 

19 .lanu.Ari 2007 

Sehubungan denean penyusunan dan pelaksanaan Reneana Kerja dan Alwearan 
(R.K.A) Kementerian Negara 131.:MN, dengan ni dapat kami sampaikan hal-hal sertagai 
berik.ut. 

Sehagaintatia Uaiul ketahui,Kemenicrian NegaralE.ININ saat ml belum memiliki suatu 
pedoman yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan pelaksanaan RKA 
sehingga masill terdapat beberapa kendala dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaa.nnya. 11W tersebut dapat dipahami mengingat sistem perencanaan dan 
penganggaran Kementerian Negara telah banyak berubah mekanismenya dibandingkan 
dengan tainm-tahun sebeltunnya, 

2. 	Dalam rangka untuk mencapai efektititas dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan 
RKA yang balk, akuntabel. (Ian dapat dipertanggungjawabkan atas penegunaan 
anggaran Kementerian Negara BUMN, rnaka diperlukan suatu pedoman penyusunan 
dan pelaksanaan RKA Kementerian Negara BLIMN. Dengan pedornan tersebut 
diharapkan hahwa proses koordinasi panyusultatt dan pelaksanaan anggaran dapat 
berjalan dengan balk sehingga seluruli reneana program dan kegiatan dapat berjalan 
dengan balk, etisien, efektif, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Dentikian disampaikan dan apabila Bapak tidaL berpendapat lain teriampir kami 
sanipaikan saw verbal konsep Peraturan Menteri Negara BLIMN mengenai Pedoman 
Penyusunan dart Petaksanaan Rencana Kerja dan Anegaran Kementerian Negara 131.11+4N 
untuk VTIOh011ditetapkan. Alas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. 

ties 	•is Kementerian Negara KINN 

Izta ddaAn 
Muhammad Said Didu 
NIP 680001985 

Kp : S,N3131! 21' 
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